BEPRTT DATANG

KEPUTUSAN BUPATI BATANG
Nomor : 421.1/227 /2005

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN KELAS JAUH SEKOLAW DASAR NECGERI PRAT™N 01
KECAMATAN PAWANG MENJADI SEKXGLAY DASAR NEGERT PRANTLN 03
KECAMATAN BAWANG KABULIATEN BATAING

Menimbang

Mengingat

DUPATI BATANG,

bahwa SD Negert Pranten 01 Fecamatan Bawang mempunyai Kelas Jauh
yaug berlokasi di Dukuh Sigemplong Pranten Kecamatan Bawang)"

bahwa Kclas Jauh SD Neger! Pranten 01 yang berloxasi di Dvkuh
Sigemplong jarak tempnbnya jauh dun sangat  sclit dijangkau dari SDN
Pranten 01, serta sarara prasavana yung ada maupun jumlab murnidnya tclah
memenuhi syatat untuk terdiri sendiri, maka petlu adanya penctapan Kelas
Jauh SD Negeri Pranten 01 menjadi SO Negeri ™ Praaten 03 Kecamatan
Bawang Kabupaten Bawang;

bahwa dengan petlinibangan sebagaimana dimaksud  Luruf a dan b perlu
menctapkan dengan Keputusan Bupati tentang Persctujuan Penetapan Kelas

Jauh 8D negeri Pranten 01 menjadi SD Negeri Pranten, 03 Kecamatan

Bawang Kabupaten Bulzu*g}’

.Undang - Uudang Momor 9 “ahun 1965 tentang Peinbentukan Daerah

Tingkat 1I Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 52 Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757 );

.Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan

Nasional; ( Lembarun Negara Republik Indonesia Tahu:a 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );

- Undany - Undang Nomor 32 Tahui 2004 tentang Pem crintahan Dacrah

( Lembaran Negara Republik ndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lerabaran Negara Republik Indoneria Nomor 4437 );

. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Pcrubahan Batas

Wilayah Xotamadya Ducrah Tingkat 11 Pckalongan, Kubupaten Daeral,
Tingkat II Pekalongan, den Kabupaten Dacrah Tingkat 1t Batang ( Lembaran
Nogara Republik Indoncsia Taliun 1988 Nomor 42, Taumbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3381 );

. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Taiun 1590 tentang Pendidikan Dasar

( Lembaran Negara Republil: indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tumbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412 );

O.Peraturan ........ .ooveeviiainns



